
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Analisis pemeriksaan bukti permulaan atas wajib pajak yang diduga
menerbitkan faktur pajak tidak sah berdasarkan undang-undang pajak
pertambahan nilai (suatu tinjauan kasus pt. mutia andalan putra)
Agus Srijono, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=106585&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Dalam karya akhir ini dilakukan penelitian terhadap suatu kasus pemeriksaan atas dugaan penerbitan dan

atau penggunaan faktur pajak secara tidak sah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana suatu badan

usaha yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang

secara ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif

bagi penerimaan negara di bidang perpajakan justru mencari keuntungan dengan mengambil pajak dari

masyarakat dengan cara melakukan kegiatan usaha fiktif. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan

terhadap PT. Mutia Andalan Putra, suatu badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar, diperoleh

sinyalemen bahwa kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat dunia

usaha untuk mendafarkan diri menjadi Wajib Pajak serta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

telah disalahgunakan oleh sebagian pihak dengan memanfaatkan kemudahan mendapatkan Kartu Tanda

Penduduk dengan identitas palsu untuk mencari keuntungan sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan

tujuan diberikannya kemudahan tersebut dan memberikan dorongan kepada aparat perpajakan untuk lebih

tegas dan lebih tertib dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menghilangkan

kemudahan-kemudahan yang telah diberikan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering disalahgunakan. Unsur

utama yang menyebabkan PPN lebih mudah disalahgunakan karena dalam sistem self assessment setiap

Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan kewenangan untuk memungut,

menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPNnya sendiri. Dengan sistem self assessment tersebut sangat

dimungkinkan bahwa tidak terjadi sinkronisasi antara kebenaran formal dengan kebenaran material dalam

transaksi, titik inilah yang sering menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mau

mengambil keuntungan dengan menerbitkan faktur pajak sebagai instrument pemungutan PPN tanpa adanya

penyerahan bagang/jasa kena pajak.

Sampai karya akhir ini ditulis, keberadaan Wajib Pajak yang sesungguhnya dan para pemegang saham

maupun pimpinannya belum diketemukan sehingga tidak ada pihak yang dapat dimintai keterangan dan

pertanggungjawaban atas dugaan penerbitan faktur pajak yang diterbitkan secara tidak sah dan telah beredar

luas di masyarakat usaha. Dengan kejadian itu, sambil menunggu adanya "single identity number"

disarankan agar untuk mendapatkan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, identitas para pengurus

tidak hanya didasarkan KTP saja tetapi perlu pas foto dan contoh sidik jari dari kepolisan.

Nama dan identitas Wajib Pajak dalam karya finis ini dengan sengaja tidak dirahasiakan dengan harapan

agar apabila masyarakat mengetahui keberadaan Wajib Pajak tersebut dapat memberitahukan kepada

Direktorat Jenderal Pajak. Nama PT Mutia Andalan Putra juga telah disebutkan sebagai salah satu Wajib

Pajak yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :

SE-09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang Perubahan Kelima atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur
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Pajak Tidak Sah.


